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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONES A

. Surat Menteri Luar Negeri Nomor 5353/81/29 tangga 2 September 1981,

a. bahwa di Manila, Philipina, pada tanggal 18 Juni 1981 telah
ditandatangani "Agreement between the Government of the Republic of Indonesa
and the Government of the Republic of the Philippines for the Avoidance of
Double Taxation and the Prevention of Fisca Evason with respect to Taxes
on Income" sebaga hadsl perundingan antara Delegas Pemerintah Republik
Indonesia dan Delegas Pemerintah Republik Philiping;

b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk
mengesahkan "Agreement” tersebut pada huruf adi atas;

: 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada K etua Dewan Perwakilan
Rakyat tanggd 22 Agustus 1960 Nomor 2826/H K/60;

MEMUTUSKAN :

. Mengesahkan "Agreement between the Government of' the Republic of

Indonesa and the Government of the Republic of the Philippines for the
Avoidance of Double Taxation and the Preventian of Fiscd Evason with respect
to Taxes on Income", yang telah ditandatangani di Manila, Philipina, pada
tangga 18 Juni 1981 sebaga hasl perundingan antara Delegas Pemerintah
Republik Indonesia dan Delegas Pemerintah Republik Philipina sebagaimana
terlampir pada Keputusan Presdenini.

. Keputusan Presidenini mula berlaku padatanggd ditetapkan.

Agar supaya sdigp orang mengetahuinya, memerintahkan  pengundangan
Keputusan Presden ini dengan penempatannya daam Lembaran Negara Republik
Indonesa

Ditetapkan di Jakarta

padatanggal 28 Oktober 1981
PRESDEN REPUBLIK INDONESA,
ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jekarta

padatanggd 28 Oktober 1981
MENTERI/SEKRETARISNEGARA
REPUBLIK INDONESA,

ttd

SUDHARMONO, SH.
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